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elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari
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AATTKAMAI KONSTITUSI REPUBLIK INDONESTA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
wiw.rmkri.id

SUBRAT KETERANGAN
Nomor : 454/PP.00/03/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kurniasih Panti Rahayn

NIP - 19670530 199703 2 001

Jabatan :Eepala Pusat Peneliban dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan
Perpustakaan

Nama : Rismawati Nur

NFM - B021191069

Statns : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasarmddin

Sesuai dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomeor :
1416/UN4.5.1/PT.00f2023 tanggal 20 Februari 2023 perhal Pepelitian untok memyusun
gkripz1, dengan imi kamn memnyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan Wawancara
dan Penpumpulsn Data untok penyusunan skripsi dengan judul “Tinjanan Yumdis
Eewenangan Dewan Perwalilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah
Eomstitusi™.

Adapun seluruh substansi yang terkandung di dalam penelifian tersebut, merupakan

Demikian surat keterangan ini dibuat untok dipergunakan sebagaimana mestmya.

Jakarta, 10 Maret 2023
Eepala Pusat Penelitian dan Pengkajian

Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Enrniasih Panti Rahayu

Shgnature
Mk-120747 5004 230300080504
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